
  www.jdih.banglikab.go.id 

 
 

BUPATI BANGLI 

PROVINSI BALI 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI 

NOMOR 2 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI 
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG POKOK-POKOK 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

BUPATI BANGLI, 

 
 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peyelenggaraan pemerintahan 

yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan 

yang optimal, maka perlu adanya sistem pengelolaan 

keuangan daerah yang baik, transparan dan 
bertanggungjawab; 

b bahwa beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu 

diadakan penyesuaian dan penyempurnaan; 
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata 

Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210);  
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4712); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).  

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah 
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Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9); 
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 

13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 
11); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BANGLI 
dan  

BUPATI BANGLI 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 2 TAHUN 
2013 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH. 

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 

2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli 
Nomor 2) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 3 huruf g dihapus, dan ditambah 1 huruf 

yaitu huruf u, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 3 

 
Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan 

Daerah ini meliputi: 
a. asas umum pengelolaan keuangan daerah; 

b. kekuasaan pengelolaan keuangan daerah; 

c. struktur APBD; 
d. penyusunan APBD; 

e. penetapan APBD; 

f. pelaksanaan dan perubahan APBD; 
g. dihapus; 

h. kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati; 

i. penatausahaan keuangan daerah; 

j. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 
k. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; 

l. pengelolaan kas umum daerah; 

m. pengelolaan piutang daerah; 
n. pengelolaan investasi daerah; 

o. pengelolaan barang milik daerah; 

p. pengelolaan dana cadangan; 
q. pengelolaan utang daerah; 

r. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan 

daerah; 
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s. penyelesaian kerugian daerah; 

t. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; 
dan 

u. pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. 

 

 
2. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

 
Pasal 38 

 
Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis 

belanja yang terdiri dari: 
a. belanja pegawai; 

b. belanja bunga; 

c. belanja subsidi; 

d. belanja hibah; 
e. belanja bantuan sosial; 

f. belanja bagi hasil; 

g. belanja bantuan keuangan; dan 
h. belanja tidak terduga. 

 

3. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 

Pasal 52 

 
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 
huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam 

melaksanakan kegiatan pemerintahan. 

 

4. Ketentuan Pasal 109 dihapus. 
5. Ketentuan Pasal 149 dihapus. 

6. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 208 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 208 

 
(1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi 

menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan 
daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

(2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur 

mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, 

pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan 
entitas pelaporan dan/atau entitas akuntansi dalam 

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang 

dapat dilakukan secara manual atau menggunakan 
aplikasi komputer. 

(3) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku 
besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku 

besar pembantu. 
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(4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) entitas pelaporan 
menyusun laporan keuangan yang meliputi:  

a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih  

c. neraca; 
d. laporan operasional;  

e. laporan arus kas; 

f. laporan perubahan ekuitas; dan 
g. catatan atas laporan keuangan. 

(5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) entitas akuntansi 
menyusun laporan keuangan yang meliputi:  

a. laporan realisasi anggaran; 

b. neraca; 
c. laporan operasional; dan 

d. catatan atas laporan keuangan. 

(6) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi: 
a. prosedur akuntansi penerimaan kas; 

b. prosedur akuntansi pengeluaran kas; 

c. prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah; 
dan 

d. prosedur akuntansi selain kas. 

(7) Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan 
oleh PPKD. 

(8) Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan 

oleh PPK-SKPD. 
(9) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman 

pada prinsip pengendalian internal dan standar 

akuntansi pemerintahan.  
 

7. Ketentuan ayat (3) Pasal 214 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

 
Pasal 214 

 
(1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 210 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui 

PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir. 
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil 

pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang 

menjadi tanggung jawabnya. 
(3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) terdiri dari:  

a. laporan realisasi anggaran; 
b. neraca; 

c. laporan operasional;  

d. laporan perubahan ekuitas; dan 
e. catatan atas laporan keuangan. 

(4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD 
bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung 
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jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem 

pengendalian intern yang memadai dan standar 
akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan 

Perundang-undangan. 

 

8. Ketentuan ayat (3) Pasal 215 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

 

Pasal 215 

 
(1) PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah 

dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan 

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

207 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 
berakhirnya tahun anggaran berkenaan. 

(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator 
pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.  

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari:  

a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
c. neraca; 

d. laporan operasional;  

e. laporan arus kas; 
f. laporan perubahan ekuitas; dan 

g. catatan atas laporan keuangan. 

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan 
pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi 

pemerintahan. 

(5) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan kinerja 

dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik 

daerah/perusahaan daerah. 
(6) Laporan ikthisar realisasi kinerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) disusun dari ringkasan laporan 

keterangan pertanggungjawaban Bupati dan laporan 
kinerja intern di lingkungan Pemerintah Daerah. 

(7) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat 
pernyataan Bupati bahwa pengelolaan APBD yang 

menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan 

berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, 

sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. 
 

9. Ketentuan Pasal 217 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 217 

 
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 215 ayat (3) huruf a, disampaikan oleh kepala daerah 
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kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan 

setelah tahun anggaran berakhir 
 

 

Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli. 

 
 

Ditetapkan di Bangli 

pada tanggal 11 Juni 2019 
 

BUPATI BANGLI, 

 

      ttd 
 

I MADE GIANYAR 

 
 

Diundangkan di Bangli 

pada tanggal 11 Juni 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI, 

 
   ttd 

 

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019 NOMOR 2 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI : 
(2,23/2019) 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI, 

 
IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI 
PEMBINA TK.I (IV/b) 

NIP.19650210 199503 1 003 
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